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FRINCIPLE) DALAM PEMBERIAN KREDIT PA DA PT. BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PADANG

(Muhamad [hsan, (4140166, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 83 halaman, 2000)
ABRTRAK

Perekenomian  nasional  senantiasa berserak  untuk  melakukan
pembangunan disegala bidang kehidupan  Untuk menvokong pembangunan
nasioral ini maka diperlukan peran lembaga-lembaga keuangan vang dikarapkan
dapat mempercepat kegiatan pembangunan, Salah satu lembaga kevangan vang
berperan penting dalam hal tersebut adalah perbankan, Salah saru dari lembaga
perbankan tersebut adalah PT. Bank Megara Indonesia (Persero) Thk Cabang
Paclang. 1. Bank Negara Indonesia (Persero) 'Thk Cabang Padung bertujian
meningkalkan taraf hidup masyarakat, khususnya masvarakat di Sumaiers Barat
Lalam rangka mencapai tujuan tersebut maka T Bank Megara Indonesia
(Persero) Thk Cabang Padang melakukan kegiatan-kegiatan perbankan salzh satu
diantaranyy vaite penvaluran dana lewat pemberian kredit kepada pikak vang
membutubkannys  Kegiatan penvaluran kredit aleh hank mengandung resiko
terhadap adanya kredit vang bermasalah di kemudian hari Untak it nerh
dilaksanakan pransip kehati-hatian dalam pemberian kredit agar resiko leradinya
kredit macer dapat diminimalisasi. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-
hatian tersebut lebih dalam, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan
sebagal berikul, Perrama Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian (prudent
Banking principfe) dalam pemberian kredit pada PT. Bank Megara [donesia
(Persero) Thi Cabang Padang, Kedwa Apa saja kendala-kendala vang dihadapi
dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian  fprident Sanking  principle) dalam
pemberian kredit tersebut Dart hasil penelitian dapat disimpulkan balwa proses
pemberian kredil pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Thk Cabang Padang
sudah dilaksanakan dengan cukup baik Hal ini terlihar dari prosedur pemberian
krecht vang telah melaksanakan prinsip 5 €, vaitu character, capital, capacity,
collateral dan condition. Semuanva dilakukan melalui tahap-tahap pemberian
kredit, yaitu tahap analisa kredit, tabap persetujuar kredit sera tahap pemantauan
dan penvelamatan kredit.  Dalam  pelaksanaan orinssp kehati-hatian  dalam
pemberian kredit pada PT Bank Nepara Indonesia { Persero} Thk Cabang Padang
ternyata masih terdapat kendala-kendala vailu kendala internal vang berasal dari
pihek bank sendiri maupun kendala eksternal dari pihak debitur atau nasabah
Meskipun proses pelaksanaan prinsip kehati-hatian (prudens hemding priveiple)
dalem pemberian kredit pada PT Bank Negara Indonesia {Persero) Thi Cabang
Padang terfihat sudsh baik namun ite masih tenuje kepada sisi prosedural,
sedangkan sisi substansial belum mendapatkan porsi yang seimbang maka penulis
menyarankan agar kedua sisi ini mendapat perhatian vang proporsional. Lintuk
mengalasi kendala-kendala vang terjadi dalam proses pemberian kredit disarankan
agar pihak bank lebih teliti lagi dalam mencanglisa kredit vang akan diberikan
serta menjalankan ketenuan perundang-undangan yang berlaku denzan sebaik-
batknya



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional memerlukan sumber pendanaan vang tidak kecil
BUNA Mencapal sasaran-sasarannya seperti pertumbuban ekonomi, pendapatan
perkapita, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan lain-lain, Sesarsn-sasaran
mi terus diupayakan untuk ditingkatkan kualitasnva dari wakiu ke wakiy, Untuk
itu upaya memperbaiki dan memperkuat sektor keuansan kKhususnya industre
perbankan menjadi sangat penting.

sektor perbankan memiliki peran vang saneat vital, antara lain sehagal
pengatur urat nadi perekonomian nasional  Lancarnya aliran ugng  sangat

1

diperlukan untuk mendukung kegiatan ckonomi. Dengan demikian, kondisi sekror
perbankan vang sehal dan kuat penting menjadi sasaren akhir dar kebijakan
disektor perbankan Peran sektor perbankan dalam pembangunan juga dapal
dilihat pada fungsinya sebagai alat transmisi kebijakan moneter Disamping itu,
perbankan merupakan alat vang sangat vital dalam menvelensearakan transaks
pembayaran, baik nasiopal maupun mternasional Mengingat peatingnva fungsi

i, maka upaya menjaga kepercayasn masyarakal lerhadap perbankan menjadi

™ ' n 1
Daglan yvang sangat penting untuk dilakukan *

* Adrian Suledi, Fikuor Perbankan Suai Fiedfoean Pencucian Uang, Merger, Likniclasi, dan
Kepsailatan. Sinar Grafika, Jakarte, 2008, hal, 130

~Syahiril Sabirin, Kebifakan Maweter dan Ferbanlon dalom Aesdubmnge Pombanairan
emsreneal, dabim Iiip: s publikasi B



Bisnis perbankan merupakan bisnis vang penub resike, disamping
menjaniikan keuntungan vang besar jika dikelola secara baik dan prudent
nkatakan scbagai bisnis penuh resiko Gulf sk business) karena aktivitasnya
sebagian besar mengandalkan dana titipan masvarakar, baik dalam hentuk
tebungan, @iro maupun deposito.”

Dengan banyaknya resiko yang ditimbulkan atau vang munukin terjadi
pada industri perbankan, maka pemerintab harus membual aturan-aturan ataupun
kebijakan-kebijakan perbankan vang baik dan sehat serta bertangeungiawal
dalam melakukan pengawasan terhadap jalannyva usaha dan bisnis perbankan
Heh karena i, kebijakan pemerintah di sekror perbankan harus bertujuan untuk
mewnjudkan perbankan vang sehat, kuat dan kokoh Dengan semakin kuat dan
sehatnya Londisi perbankan nasional maka diharapkan terciplanya kestabilan
perekonomian nasional,

Untuk mengetahui secara lebih menyeluruh mengenai kandisi perbankan
Indenesia saat i maka kita harus mencermati perkembangan industri perbankan
veng terjedi pada masa lalu, dimana munculnyva kebijakan-kebijakan (deregulasi)
di bedang perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain paket
deregulasi perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto '88), pakel 25 Maret
1489 dan paket Februari 1991

Pakto "85 merupakan paket deregulasi yang sangat kentroversial karena
pada paket tersebut pemerintah memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk

mendirikan bank-bank umum baru dengan hanya bermodalkan 5 milyar rupiah,

" Adrian Suteds, e



BAB IV

PENUTUP

AL Kesimpulan

setelah  penulis  mengemukakan  hal-hal yang  berkemaan  dengan

pelaksanaan prinsip kebati-hatian (peadenr banking privcipled dalam pemberian

kredit pade PT Bank MNesara Indonesia | Persera) Thk Cabang Padang. malka

penulis dapat menarik beberapa kesimpulan vaitu:

b3

Proses pemberian kredit pada PT. Bank Negara Tndanesia {Persero} Thk
Cabang Padang sudeh dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini terlibal
dari prosedur pemberian kredit vang telah melaksanakan prinsip 5 O, vaitu
character, capital, capacity, collateral dan candition Semuanva dilakukan
melalut tahap-tahap pemberian kredit, vaitu tahap anahsa kredit, tahap
persetujuan kredil serta tahap pemantzuan dan penvelamatan kredit.

Kendala vang dibadapi dalam peleksanaan prinsip kehzti-hatian foridens
haniking: principle) dalam  pemberian kredit pada PT. Bank WNewara
Indonesia (Persero) Thk Cabang Padang yaitu kendala internal yang
berasal dari pihak bank antara lain masih cerdapatnva data nasabah dan
neraca keuangan vang belum lengkap, masih adanva perlakuan khusus
terhadap nasabah vang selama ini telah mendapatkan nama baik dan
Repercayaan dari bank schingga analisis‘penilaian kreditnva dilakukan
secara kurang objektif] serta penganalisaan pihak bank tes hadap debitur

tidak selalu tepat seperti kebenaran datafidentitas debitur, dokumer
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